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Salah satu keunikan bencana semburan Lumpur
Lapindo adalah terus berlangsungnya semburan setelah
lebih dari dua tahun. Volume semburan juga tetap stabil
dengan perkiraan antara 100 – 150 ribu meter kubik per
hari. Sementara, tidak ada satu pun ahli yang bisa
memprediksikan berapa lama semburan itu akan
berlangsung.

Pada pertengahan 2007, BPLS dan Lapindo
mengeluarkan data tabel perkiraan volume semburan
dan luas area terdampak setelah 2 dan 3 tahun. Data
tersebut memperkirakan bahwa luas area terdampak
akan semakin meningkat seiring dengan terus keluarnya
semburan (lihat tabel).

di luar kawasan yang sudah terendam. Keluarnya titik
semburan gas baru dan amblesan di sekitar lokasi
membawa berbagai dampak penurunan kualitas hidup
bagi masyarakat yang masih tinggal di daerah tersebut.

Awal tahun 2008, Gubernur Jawa Timur membentuk
sebuah tim pakar dari berbagai disiplin ilmu. Tim yang
dibentuk berdasarkan SK Nomor 188/158/KPTS/013/
2008 bertujuan untuk melakukan kajian kelayakan
permukiman akibat semburan Lumpur di Sidoarjo
terhadap 9 desa di Kecamatan Porong dan
Tanggulangin.

Aspek-aspek yang dikaji antara lain adalah: emisi
semburan dan bubble gas, pencemaran udara, air
sumur, penurunan tanah, kerusakan rumah dan
bangunan, keluhan kesehatan akibat pencemaran gas
dan air serta ancaman banjir. Nasib

Hasilnya, sangat mencengangkan. Temuan
sementara yang dipublikasikan pada akhir Mei 2008, tiga
desa, yaitu Siring Barat, Jatirejo Barat dan Mindi dinilai
kerusakannya sudah sangat parah. Bahkan dengan tegas
tim menyebutkan bahwa penghuni desa-desa ini harus
segera direlokasi.

Bahaya yang T erus Mengancam
Ambil contoh kandungan hydrocarbon. Ambang

batas emisi semburan yang bisa diterima adalah 500
ppm. Sedangkan yang ditemukan mencapai 115000 -
441200 ppm, atau 230 - 880 kali lipat. Sedangkan
pencemaran udara, angkanya lebih fantastis. Dari kadar
yang bisa diterima yaitu 0,24 ppm, di desa ini ditemukan

Area terdampak yang kian
meluas

Sebuah penelitian yang
dilakukan oleh tim pakar dari
beberapa negara, pada bulan Juni
2008, mengeluarkan kesimpulan
yang sangat mengkhawatirkan.
Tim yang dipimpin oleh Prof
Richard Davies dari Durham
University Inggris ini menemukan
bahwa kawasan di seputar
semburan, terus mengalami
amblesan (subsidence). Dan
dampak dari bencana ini ternyata
terus meluas.

Di lapangan, sampai saat ini
ditemukan 99 titik semburan gas

Prediksi pakar dan perkiraan dari pemerintah sendiri
justru disikapi dengan keluarnya kebijakan yang cukup
aneh. Pada bulan April 2007, keluar Peraturan Presiden
No 14/2007, yang mengatur tentang Badan
Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), sekaligus
menetapkan apa yang disebut peta area terdampak.

Peta ini seolah mengasumsikan bahwa semburan
Lumpur sudah berhenti pada waktu Perpres dikeluarkan.
Juga kawasan yang terdampak, sekaligus pengakuan
warga yang tinggal di wilayah itu sebagai korban
(sehingga bisa mendapat bantuan), tidak akan bertambah
luas.

Fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya.

Korban di Luar Peta
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Luar Peta

Tabel 1 Perkiraan volume dan luas area terdamp ak *)

Lama Waktu Area (ha)  Volume (m3) Rate (m3/hari)

1 bulan Juni 2006 111   1,117,282 50,785

2 bulan Juli 2006 179   2,457,422 44,671

1 tahun Mei 2007 628   37,324,748 111,042

1,5 tahun Desember 2007 832   57,756,556

2 tahun Juni 2008 960   78,077,323

2,5 tahun Desember 2008 1252   98,398,098

3 tahun Juni 2009 1393   118,607,813

* Perhitungan bulan pertama, kedua dan 1 tahun didasarkan pada survey lapangan. Sedangkan
perhitungan berikutnya didasarkan pada simulasi dengan menggunakan model komputer dengan asumsi
tingkat semburan pada level perkiraan ini dibuat, yaitu Juni 2007
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adanya konsentrasi hydrocarbon sebesar 2128 – 55000
ppm atau 8ribu - 220ribu kali lipat.

Kajian yang dilakukan oleh dua lembaga lainnya
menghasilkan temuan yang hampir serupa. Walhi Jatim
yang bekerja sama dengan Universitas Airlangga
menemukan bahwa kandungan Polycyclic Aromatic
Hydrocarbons (PAH) mencapai 2000 kali lipat dari
ambang normal.

Lembaga lainnya adalah United States Geological
Survey (USGS), yang melakukan kajian atas permintaan
departemen luar negeri Indonesia. Publikasi yang terbit
bulan lalu, menemukan adanya kandungan PAH, dan
mengusulkan serangkaian tindakan pemantauan dan
pencegahan yang perlu dilakukan pemerintah agar tidak
membahayakan warga dan lingkungan.

Padahal, PAH ini sangat berbahaya. PAH
merupakan senyawa kimia yang terbentuk akibat proses
pembakaran tidak sempurna dari bahan bakar fosil.
Kandungan ini jamak ditemukan di sekitar area
eksplorasi minyak dan gas. United Nations Environment
Programme (UNEP) menyebutkan bahwa PAH adalah
senyawa organik yang berbahaya dan karsinogenik.

wilayah ini untuk pembangunan kolam penampungan
baru dan memudahkan pembuangan lumpur ke Kali
Porong.

Sementara tiga desa yang jelas dalam laporan
dikategorikan sangat parah malah tidak mendapatkan
perlakuan apa-apa, dan terpaksa terus hidup dalam
situasi yang serba tidak pasti. Demikian juga nasib desa-
desa lainnya di luar peta terdampak, yang puluhan ribu
warganya terpasa terus hidup dalam kondisi yang sangat
berbahaya, entah kapan.

Lupakan mid/long term plan, emergency evacua-
tion plan, early warning systems, atau disaster
management. Semuanya terlalu muluk bagi warga diluar
peta, ketika kalau harus melaporkan kondisi mereka saja,
setelah dua tahun bencana ini berlangsung, mereka tidak
tahu harus ke mana. (tim redaksi)

Sementara National Institute for Occupational Safety
and Health (NIOSH) menetapkan bahwa kandungan
PAH yang tinggi bisa berakibat kebakaran, dan kepada
manusia bisa menyebabkan Asphyxia, atau tercekik
karena tiba-tiba tubuh kehilangan oksigen akibat reaksi
CH4 dan O2. Dampak paling ringan tentu saja keluhan
yang sangat umum, seperti sesak nafas, mual, pusing
dan batuk-batuk. Dampak paling berat tentu saja
kematian.

Dan peringatan ini ternyata bukan isapan jempol.
Keluhan ringan tadi umum dialami oleh orang yang baru
pertama kali datang ke sekitar lokasi lumpur. Sedangkan
temuan tim kami di lapangan sudah pula didapati
kejadian fatal (lihat di bagian Lelakon), yang dialami
warga desa diluar peta ini.

Selain bahaya akibat Hydrocarbons ini, tentu saja
bahaya-bahaya lain juga terus menghantui warga desa-
desa diluar Peta.

Penanganan yang Tidak Kunjung Jelas
Lantas apa reaksi pemerintah terhadap kondisi yang

sudah sedemikian parah? Sampai sekarang, hampir tidak
ada. Perpres 14/2007 menyebabkan adanya kevakuman
administrasi negara di wilayah diluar peta ini.

Ketika warga melapor kepada pemerintah daerah,
dijawab bahwa dampak lumpur sudah ditangani
pemerintah pusat. Ketika ditanyakan pemerintah pusat,
akan dijawab bahwa sudah dibentuk BPLS untuk
menanganinya. Namun ketika ditanyakan kepada BPLS,
akan dijawab bahwa mereka hanya bertanggungjawab
menangani wilayah di dalam peta area terdampak.
Akibatnya, seolah tidak ada lembaga yang

bertanggungjawab terhadap nasib
warga yang tinggal di sekitar lokasi
semburan ini.

Sementara hasil kajian dari Tim
Gubernur juga mengalami
ketidakjelasan nasib. Menurut ketua
Tim, laporan sudah diberikan kepada
BPLS pada tanggal 5 Mei 2008, tapi
tidak segera ditindaklanjuti dengan
kebijakan yang kongkret. Kebijakan
baru yang muncul malah berbeda
sama sekali dengan hasil
rekomendasi mereka.

Munculnya Perpres 48/2008
sebagai revisi Perpres 14/2007
malah memasukkan 3 desa di
sebelah selatan tanggul, yaitu
Besuki, Pejarakan dan Kedung
Cangkring. Ternyata tujuannya
bukan untuk menyelamatkan warga,
tetapi karena BPLS memerlukan

No.              KONDISI                                HASIL SURVEY                          KETERANGAN

1       Emisi semburan dan bubbl                     Hydrocarbon 115000                           Sudah jauh melebihi
                                                                    -441200 ppm,                                   ambang batas
                                                                   500 ppm

2       Pencemaran udara                                  Hidrocarbon 2128-55000 ppm,            Sudah jauh melebihi
                                                                     Ambang batas 0,24 ppm                    ambang batas

3       Air sumur                                            Zat Pdt,Fe, Mn, Cl,                            Tidak layak
                                                                 Cd,KMnO4>BM                                untuk MCK

4       Penurunan tanah                                  60 – 100 m                                         Mengakibatkan
                                                                                                                           kerusakan bangunan

 5       Kerusakan yan dapat mengancam       56 rumah dari 255 rumah yang                Yang dilihat adalah:
           keamanan bagi para penghuninya       ada, telah ditinggalkan oleh                     kerusakan atap,
                                                                   penghuninya                                      dinding  dan lantai

6       Keluhan terhadap pencemaran gas,        Sesak nafas, mual, batuk,                    Tidak layak huni
        pencemaran air, gangguan kesehatan        pusing, gatal-gatal                              Perlu segera
        dan ancaman banjir                                                                                      dievakuasi

Diterbitkan oleh Kanal Korban Lapindo Penanggung Jawab Mujtaba Hamdi (Lapis
Budaya Indonesia) Redaktur Eksekutif Winarko Sidang Redaksi Mujtaba Hamdi,
Paring Waluyo Utomo, Winarko, Rahman Sayidi, Jambore C, Imam Shofwan Repor-
ter A.Novik, Nijar Desain & Fotografi Rahman Sayidi  Alamat Jl KusumaBangsa 36
Gedang Porong Sidoarjo Telp. 0343-851823 Website www.korbanlapindo.net Email
kontak[at]korbanlapindo.net

Didukung oleh Lapis Budaya Indonesia dan Yayasan Tifa
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Siang itu, cuaca sangat terik. Mobil yang kami
tumpangi melaju pelan membelah Desa Siring,
Kecamatan Porong, yang cukup asri itu. Sekilas, tidak
ada yang aneh dengan desa di tepi Jalan Raya Porong
itu. Beberapa ibu berkumpul di beranda salah seorang
warga. Tampak pula sejumlah anak-anak yang
bersepeda beriringan sambil bercengkerama.

Keanehan baru terasa ketika rombongan kami
membuka pintu mobil. Bau menyengat seperti bau
belerang dan (maaf) bau kentut langsung menyergap
penciuman kami. Setelah beberapa kali keliling ke desa-
desa sekeliling tanggul, rasanya saya sudah mulai
terbiasa dengan bau sangat tidak sedap itu.

Tapi dua orang anggota rombongan kami siang itu,
para peneliti dari Centre on Housing Rights and Evic-
tions (COHRE) jelas jauh dari terbiasa. Seperti halnya
banyak orang yang baru pertama masuk ke desa ini,
mereka kontan menutup hidung dengan sapu tangan.
Dan setelah beberapa menit, mereka mengaku merasa
pusing dan mual-mual.

Entah kenapa, kondisi ini tampaknya tidak terlalu
mengganggu warga Siring Barat. Beberapa ibu yang
kami lihat dari dalam mobil tadi, tetap asyik

rumahnya untuk menunjukkan kepada kami bahwa
rumahnya sebenarnya sudah sangat tidak layak huni.

Di salah satu sudut lain Desa Siring, beberapa anak
kecil yang tadi kami lihat mengerumuni tungku, ternyata
tertarik melihat kegiatan salah seorang warga yang
memanfaatkan semburan gas liar tersebut untuk
memasak. Dengan menggunakan pipa, warga
menyalurkan gas dari dalam tanah ke dalam sebuah
tungku yang lantas dipakai untuk memasak air.

Pada beberapa kesempatan, semburan gas liar di
Desa Siring tidak ‘sejinak’ itu. Beberapa kali terjadi
kebakaran yang cukup hebat dari sumber gas itu, tanpa
disengaja. Bahkan beberapa ibu rumah tangga pernah
mengalami kecelakaan karena ketika menyulut api di
dapur, tiba-tiba saja terjadi kebakaran karena adanya gas
di dalam rumah dan dapur mereka.

Dan kejadian ini tidak hanya terjadi di desa Siring.
Semburan gas liar tersebut juga terjadi di desa-desa lain
disekeliling tanggul. Tercatat di Desa Besuki, Mindi,
Pejarakan, dan Jatirejo juga terdapat semburan gas.

Semburan gas bahkan terjadi di Desa Pamotan,
tepatnya di Dusun Beringin, yang jaraknya dari pusat
semburan sekitar 2 kilometer. Gas tiba-tiba muncul di
rumah Amani di RT 12 Dusun Beringin. Beberapa bulan
lalu, api tiba-tiba menyala hebat ketika dia akan

Hidup Sengsara di Tengah
bercengkerama. Demikian pula anak-anak yang kini
turun dari sepedanya, dan mengerumuni tungku yang
ada di pinggir jalan desa itu.

“Awalnya dulu yah rasanya mau muntah-muntah
mas. Kalau, sekarang mungkin karena sudah terbiasa
yah, jadi biasa saja. Mungkin sudah kebal,” Ibu Hartini,
salah seorang dari ibu-ibu tadi menjelaskan ketika kami
datang menghampiri mereka.

Pertanyaanya, apakah dengan sudah terbiasa
menghirup gas ini berarti bahwa korban akan aman dari
bahaya jangka panjang yang mungkin timbul?

Semburan Gas Liar Di Mana-Mana
Dua tahun sejak Lumpur menyembur, tidak kurang

dari 99 titik sumber baru gas terjadi di luar area tanggul.
Angka ini merupakan angka resmi, dan sangat mungkin
jumlahnya lebih besar. Sebab, secara fisik, sumber gas
hanya mudah terdeteksi kalau dia keluar bersama
dengan semburan air, atau keluar di bawah permukaan
yang mengandung cairan. Kalau di permukaan kering,
sangat mungkin sumber gas itu tidak terdeteksi oleh
orang biasa.

Sebagian besar semburan gas terletak di Desa Siring
‘barat’ (separuh Desa Siring yang terletak di Timur jalan
sudah lebih dahulu tenggelam oleh lumpur). Gas dan
semburan air yang kadang bercampur lumpur itu keluar
di mana saja. Di pekarangan rumah, di sungai, di pinggir
jalan, sampai di dapur warga dan di dalam pabrik.

Di salah satu rumah, gas bahkan keluar dari rekahan
antai (akibat tanah yang ambles). Suwargo, warga RT
01/RW01 Siring mendapati bahwa retakan memanjang
dari teras sampai kedalam rumahnya, ternyata
mengeluarkan gas yang mudah terbakar. Dengan
santainya dia menyulut korek di atas rekahan di teras

Ladang Gas
Nasib War ga di Sekitar Tang gul,

Foto: Imam
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menyalakan kompor di dapur rumahnya.

Bahaya Lainnya
Tidak hanya semburan gas yang menjadikan kondisi

Desa Siring jauh dari layak untuk ditinggali. Di desa itu
juga ditemukan banyak kasus tanah yang mulai ambles
(land subsidence).

Dampak dari amblesan tanah ini adalah bangunan
rumah warga banyak yang mengalami retak-retak, dari
yang hanya sebesar helai rambut sampai bangunan
tembok hampir patah. Lantai lepas, kerangka pintu dan
jendela menjadi miring dan tidak simetris sehingga tidak
bisa ditutup rapat, dan sebagainya, banyak ditemukan di
rumah warga, yang sebagian besar masih berpenghuni.

Dua buah bangunan Sekolah Dasar di Desa Jatirejo
barat dan Ketapang barat juga mengalami kondisi

mereka setelah lebih dari 2 tahun tinggal di sekitar lokasi
semburan Lumpur Lapindo.

Dan kekhawatiran ini bukannya tidak beralasan.
Beberapa kasus sudah membuktikan bahwa memang
kondisi didesa-desa ini menyebabkan berbagai gangguan
kesehatan yang dialami warga, dari mulai yang ringan
sampai fatal.

Temuan-Temuan Menakutkan
Keluhan masalah kesehatan memang menjadi gejala

yang sangat umum ditemui oleh warga korban Lapindo
yang masih bertahan di sekitar lokasi semburan. Dari
mulai keluhan ringan, semisal keluhan masalah
pernafasan, gatal-gatal, kepala pusing, dan sebagainya
sampai kepada bahaya fatal.

Ditemukan tidak kurang lima kasus dimana warga
Desa Siring dan Jatirejo diduga kuat meninggal akibat
menghirup gas. Di Desa Siring, sepasang suami isteri
meninggal akibat sesak nafas sekitar empat bulan lalu.
Yakup dan istrinya mengalami sesak nafas karena
tekanan gas yang sangat tinggi di lingkungan rumahnya.
Hasil pemeriksaan dokter menegaskan hal itu.

Korban lainnya di desa ini bernama Unin Qoriatul.
Hasil pemeriksaan dokter tanggal 28 April 2008
menyatakan, di dalam saluran pernafasan Unin Qoriatul
terdapat cairan yang tampak dalam bentuk bayangan
gas. Kondisi ini membuat kesehatan Unin Qoriatul drop.

Selain di Siring, warga Jatirejo barat juga mengalami
nasib yang sama. Sebelumnya, warga Jatirejo barat yang
bernama Sutrisno juga meninggal dunia pada 14 Maret
2008 karena penyebab yang sama. Sedangkan seorang
ibu bernama Luluk meninggal pada 26 Maret 2008
meninggal dunia. Akibat kematiannya sama, yakni
mengalami sesak nafas akibat tekanan gas yang begitu
tinggi di lingkungan rumahnya.

Sementara ada juga kasus Ibu Jumik, 50 tahun, salah
satu korban Lapindo yang mengungsi di Pasar Baru
Porong, yang mengalami kelainan kesehatan sejak
bencana lumpur Lapindo terjadi.

Walau telah ada korban korban berjatuhan,
pemerintah dan PT Lapindo Brantas tak kunjung
bertanggung jawab secara maksimal. Hampir tiap hari
petugas dari PT Vergaco melakukan inspeksi untuk
mendeteksi kondisi lingkungan di desa-desa di atas.
Namun, hasil inspeksi itu tak pernah disosialisasikan ke
warga. Pemerintah yang seharusnya bertanggungjawab
untuk memberikan peringatan dini atas bahaya
lingkungan ini, nyatanya hal itu tidak dilakukan.

Akankah negara membiarkan rakyatnya terenggut
kematian terus menerus? Padahal negara sangat
memiliki kapasitas untuk membuat proteksi atas
keselamatan rakyatnya. Dunia harus tahu, bahwa ada
pengabaian yang dilakukan pemerintah atas warga
korban lumpur Lapindo yang berada di luar peta area
terdampak.

(tim redaksi)

serupa. Padahal kedua sekolahan ini masih dipakai
kegiatan belajar mengajar murid-murid SD di kedua desa
ini.

Selain amblesan tanah, sumur warga juga tidak lagi
bisa diminum. Warna air sudah sangat keruh dan berbau
tajam. Pada beberapa sumur warga juga didapati
gelembung-gelembung gas. Ketika dicoba dijilat, air itu
kadang berasa sangat asam, di beberapa tempat lain
asin. Bahkan untuk sekedar mandi saja air itu rasanya
sudah tidak layak.

Kondisi air sumur warga yang sudah demikian
tercemar ini bisa ditemui di hampir semua desa di
sekililing desa terdampak. Warga tidak bisa lagi
menggunakan air bersih yang dulunya bisa mereka
nikmati dengan gratis. Di tengah kesulitan ekonomi yang
diderita warga saat ini, pengeluaran warga harus
ditambah dengan kebutuhan untuk membeli air bersih
untuk kebutuhan minum dan MCK.

Penurunan kondisi lingkungan yang sedemikian
drastis dan hampir menyeluruh ini membuat kenyamanan
hidup di desa-desa diluar peta sungguh jauh dari
nyaman. Warga selalu dibayang-bayangi ketakutan, baik
karena kemungkinan kecelakaan yang bisa terjadi, juga
dampak kesehatan jangka panjang yang bisa menyerang

Foto: Imam
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Foto-Foto: Tim Redaksi

Mutomaroh,  Warga Desa Kedung Bendo

Usaha Yang Hilang
Menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri ini, kegunda-
han menyelimuti perasaan Mutomaroh. Korban Lumpur
Lapindo dari desa Kedung Bendo ini dulunya mempunyai
usaha kerajinan perhiasan emas. Sebelum semburan lumpur
menenggelamkan desanya, dia mampu memberi tunjangan
hari raya (THR) kepada 6 orang anak buahnya.

Ojek Tanggul,

Mengais Rejeki di
Tengah Bahaya

Muhajirrin,

TK di Tengah Pasar
Di tengah-tengah sumpeknya pengungsian Pasar Baru Porong, terdapat satu
sekolahan Taman Kanak-Kanak (TK) yang sangat bersahaja. Sekolah itu diberi
nama ‘Muhajirin’, untuk pengingat bahwa mereka hijrah (lebih tepatnya diusir)
dari desa mereka menuju pengungsian di Pasar.

Ruangnya hanya disekat kain, meja-mejanya dari triplek, pendaftaran pertama
ada 70 anak yang masuk, semuanya digratiskan. Tak ada target bisa membaca
atau menghitung di TK ini. Awalnya hanya agar anak-anak kerasan tinggal di
pasar dan tidak lagi merengek dan minta kembali ke rumah setiap saat, lebih-
lebih kalau malam.

“Ya hanya modal dengkul dan semangat waktu hendak mendirikan TK ini,” terang
Mbak Kami, guru dadakan di TK Muhajirin, yang didaulat karena dia pernah punya
pengalaman mengajar.

“Sekarang usaha saya sudah gulung
tikar. Untuk pengeluaran hari raya saja
sudah sulit,” tuturnya.

Setelah dua tahun lebih, Lapindo
belum juga membayar sisa pemba-

yaran 80 % nilai asetnya. Padahal, uang dari pembayaran ter-
sebut rencananya akan dipergunakan untuk menjalankan lagi
usahanya.

“Kasihan anak-anak (mantan anak buahnya, red), sebab
mereka kondisinya lebih berat,” katanya.

Desa Pejarakan, yang terletak di sebelah selatan
tanggul penahan lumpur, kembali geram. Pasalnya sudah
sejak bulan Juli, pengiriman air bersih yang seharusnya
didapatkan warga secara rutin ternyata tidak sesuai
dengan komitmen awal BPLS.

Awalnya, BPLS berjanji mengirim air bersih tujuh kali
dalam seminggu. Jika hari minggu tidak bisa dikirim,
maka akan ada pengiriman dua kali pada hari sabtu atau
senin. Nyatanya, janji ini kosong belaka.

“Kami pernah sampai gak mandi dua hari. Masa’ kita yang
terus-terusan nelpon bahkan mendatangi posko BPLS,
padahal ini harusnya menjadi tanggungjawab mereka,”
tutur Ibu Lis, salah seorang warga Pejarakan. Entah
sampai kapan BPLS mengabaikan tanggungjawabnya
kepada korban.

Sudah dua tahun ini Marsudiono,
warga Siring yang akrab dipanggil Yudi
menjadi tukang ojek di tanggul lumpur
Lapindo. Baginya bau busuk lumpur,
debu, dan terik matahari yang menye-
ngat sudah menjadi sego jangan alias

sudah biasa baginya.

Yudi mengaku tidak berbagai kandungan berbahaya
dari gas yang tiap hari dia hirup. Dia hanya tahu kalau
bau itu bisa membahayakan kesehatannya dan
sialnya bapak dua anak ini tidak punya pilihan lain.

“Takut juga, tapi bagaimana lagi kan harus cari duit,”
tutur Yudi.

Sejak kehilangan rumah dan penghidupan akibat ter-
jangan Lumpur, ratusan warga bernasib sama seperti
Yudi. Mereka harus bergelut dengan bahaya akibat
Lumpur setiap hari, dengan menjadi tukang ojek, tu-
kang parkir, berjualan VCD dan usaha lainnya untuk
menyambung hidup.

Pejarakan
Kesulit an
Air Bersih

Foto-Foto: Tim Redaksi & www
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17 Agustus
Upacara 17 Agustus di T anggul
diwarnai Demo Korban Lapindo

Upacara peringatan 17 Agustus yang
diselenggarakan oleh BPLS di atas tanggul di Desa
Jatirejo, diwarnai aksi demo korban Lumpur Lapindo.
Sekitar 500 warga korban lumpur Lapindo dari beberapa
desa yang menghadiri acara, menggelar aksi
membentang spanduk tuntutan pembayaran sisa 80%
secara tunai, seusai upacara bendera.

Para korban dengan emosi mengadukan nasibnya
kepada perwakilan BPLS. Mereka meminta BPLS
untuk mendesak Lapindo segera membayar sisa 80%,
karena jatuh tempo pembayaran sudah lewat. Warga
juga mengancam jika dalam akhir bulan Agustus belum
ada kepastian soal pembayaran 80 persen, mereka akan
menduduki tanggul dan memberhentikan semua aktivitas
penanggulan.

18 Agustus
Lapindo Dinominasikan Sebagai
Pelanggar Hak Perumahan

Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE)
lembaga internasional yang fokus pada hak perumahan,
akan menominasikan Lapindo sebagai Pelanggar Hak
Perumahan. Untuk itu, dua orang peneliti dari COHRE,
Zoe Gray dan Malavika Vartak, 18 – 20 Agustus
melakukan kunjungan ke Sidoarjo.

Bencana semburan Lumpur panas yang disebabkan
oleh kesalahan operasi pengeboran yang dilakukan oleh
Lapindo ini memang telah menyebabkan puluhan ribu
warga Sidoarjo tiba-tiba menjadi gelandangan. Tidak
kurang dari 17 ribu keluarga kehilangan rumah tinggal
secara permanen. Sementara tanggungjawab Lapindo
kepada korban sampai sekarang tidak kunjung jelas.
Pengumuman akan dilakukan akhir tahun di kantor pusat
COHRE di Geneva, Swiss.

19 Agustus
Lagi, Semburan Api
di Siring Barat

Untuk ke sekian kalinya semburan api muncul di area
luar peta terdampak Lumpur Lapindo. Lokasinya di
Kelurahan Siring, di RT 03, yang hanya berjarak
beberapa meter dari tepi jalan utama Sidoarjo-Malang.
Semburan ini mulai muncul sekitar pukul 05.00 WIB, di
lokasi yang sama dengan semburan yang beberapa bulan
lalu menyebabkan 3 korban luka bakar.

Selama ini, di Siring Barat, banyak sekali ber-
munculan semburan-semburan gas dan api. Namun

sampai sekarang belum ada keputusan dan tindakan
yang jelas dari pihak Lapindo dan BPLS. Jengkel
dengan pengabaian yang terus dilakukan BPLS, warga
sempat menyandera Humas BPLS, Ahmad Zulkarnaen
dan menolak upaya pemadaman, agar masyarakat luas
mengetahui penderitaan yang dialami oleh korban
Lapindo.

20 Agustus
Tanggul merembes, Kondisi Kali
Porong Kian Mengkhawatirkan

Pembuangan Lumpur ke Kali Porong selama musim
kemarau ini membuat kondisi sungai ini kian
mengkhawatirkan. Selain pendangkalan, berhentinya
aliran Kali Porong menyebabkan terjadinya rembesan di
beberapa titik di bantaran kali. Tanggul Kali Porong di
Desa Pejarakan dan Kedung Cangkring mengalami
rembesan yang menyebabkan pencemaran saluran
irigasi yang sangat parah.

Karena itu, BPLS dipaksa oleh warga untuk
menghentikan pembuangan lumpur ke Kali Porong
sebelum kondisi sungai normal lagi. Namun tampaknya
upaya menormalkan aliran Kali Porong bukan pekerjaan
mudah. Karena tebalnya sedimen Lumpur di sepanjang
dasar sungai, upaya untuk mengeruk dan mengencerkan
Kali Porong oleh beberapa alat berat yang diterjunkan
BPLS sejauh ini tampaknya tidak membawa hasil yang
memuaskan.

23 Agustus
Peneliti Australia Kaji Damp ak
Sosial Bencana Lumpur Lapindo

Selain kerugian dan kerusakan yang bersifat fisik,
bencana lumpur Lapindo juga menyebabkan berbagai
dampak sosial yang sangat berat harus ditanggung oleh
korban. Tetapi sayangnya, semua bentuk penderitaan
korban, serta langkah perubahan serta penyesuaian nilai-
nilai sosial yang terpaksa mereka harus ambil agar bisa
tetap selamat dari bencana ini, selama ini masih kurang
terangkat ke permukaan.

Karena itu Dr. Aileen Hoath, antropolog dari Re-
search Unit for the Study of Societies in Change
(RUSSIC) Curtin University, berupaya memotret dan
mengkaji secara ilmiah dampak dari bencana ini
terhadap berbagai pranata sosial yang ada di masyarakat
Sidoarjo. Hasil dari penelitian ini akan dipresentasikan di
Konferensi Internasional di Perth, pada Desember nanti.



7Kanal  | Edisi 2  | Agustus 2008

 25 Agustus
Tuntut Pembayaran T unai,
Ribuan Korban Lapindo T utup
Tanggul

Sejak subuh, ribuan korban Lumpur Lapindo menutup
akses ke tanggul lumpur. Aksi ini diikuti oleh korban dari
berbagai kelompok, baik di dalam maupun diluar peta
terdampak. Selama satu hari penuh warga menghentikan
kegiatan di lokasi semburan sekaligus menutup akses ke
dalam lokasi di empat pintu masuk tanggul. Akibatnya
BPLS dan Lapindo tidak bisa melakukan aktivitas
penanggulangan.

Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi yang sudah
dilakukan oleh warga sejak dua minggu terakhir,
menuntut segera dilaksanakannya pembayaran sisa 80
persen secara tunai. Sebelumnya, warga sudah
menggelar aksi spanduk maupun memasang patok di
atas bekas tanah warga yang kini sudah tenggelam oleh
lumpur. Karena Lapindo masih belum melunasi, warga
beranggapan bahwa tanah tersebut masih milik mereka.

26 Agustus
Agamawan Asing Prihatin
Bencana Lapindo

Dua pendeta, Udo Schneider dari Jerman dan Willy
Mastai dari Tanzania, menyatakan keprihatinannya akan
bencana lumpur Lapindo. Ditemui di Posko Bersama
Korban Lapindo di Gedang, Porong, kedua tokoh agama
Kristen itu mengaku bahwa mereka sudah menyaksikan
sendiri betapa bencana ini telah merenggut hak
sedemikian banyak rakyat Sidoarjo.

Ditemani oleh Pendeta Abednego Adinugroho dari
GKJW Malang, kedua tokoh agama ini heran kenapa
tidak muncul solidaritas dan bantuan internasional
terhadap bencana yang maha dahsyat ini. Karena itu

mereka akan berusaha membantu menyuarakan tuntutan
korban dan bencana ini ke dunia internasional.

27 Agustus
Strategi BPLS Tidak Jelas,
Tanggul Sengon Ambles
Puluhan Meter

Karena lumpur tidak dapat dialirkan ke Kali Porong,
tekanan terhadap tanggul penahan lumpur menjadi
semakin besar. Volume semburan lumpur panas yang
mencapai 100 ribu m3 tiap harinya, menyebabkan
tanggul penahan lumpur di Dusun Sengon, Desa Reno
Kenongo ambles sedalam 3 meter sepanjang puluhan
meter.

BPLS menjadi kewalahan dengan dilema ini.
Dibuang ke Kali Porong, ancaman banjir sudah sangat
nyata. Sementara kalau dibuang ke utara, maka
kemungkinan desa-desa baru akan kebanjiran lumpur
sekaligus memperluas area terdampak. Entah sampai
kapan posisi ketidakjelasan strategi dari BPLS ini akan
terus berlangsung.

28 Agustus
Perwakilan Korban Kembali
Nglurug  Jakart a

Lambannya pelaksanaan komitmen Lapindo serta
respon pemerintah terhadap tuntutan korban, setelah 2
tahun lebih warga terusir dari rumahnya, membuat
mereka mulai habis kesabaran. Sebanyak 25 orang
perwakilan warga dan pendamping kembali  Jakarta
untuk menagih kejelasan dari pemerintah terhadap masa
depan dan nasib mereka.

Perwakilan warga terdiri dari perwakilan GEPPRES
yang menuntut pembayaran sisa 80 persen secara  tunai,
perwakilan warga yang belum menerima bahkan
pembayaran 20 persen, serta perwakilan warga 9 desa
di luar peta terdampak. Selama di Jakarta, mereka
berencana mendatangi KomnasHAM, Dewan pengarah
BPLS, TP2LS DPR RI, BPN, dan Istana Presiden..

Foto:Tim redaksi

Diasuh oleh Tim Advokasi Hukum
Posko Bersama Korban LapindoTanya

Penanganan macam apakah yang menjadi hak warga di
luar peta terdampak sesuai dengan aturan hukum terbaru?

Jawab
Sesuai dengan Perpres No 48 Tahun 2008, wilayah luar

peta terdampak yang mendapat penanganan dari
pemerintah hanya Desa Besuki, Pajarakan, dan Kedung
Cangkring (Pasal 15 B). Sehingga desa-desa lain yang
terkena dampak luapan lumpur Lapindo di luar desa
tersebut di atas belum mendapatkan cara penyelesaian
dalam bentuk ganti rugi apa pun.

Sehingga bagi desa-desa seperti Glagaharum, Siring,
Jatirejo, Gedang, Mindi, Ketapang, Gempolsari, Kalitengah,
Pamotan dan Besuki yang berada di luar peta area

terdampak tidak bisa mengharapkan mekanisme ganti rugi
sebagaimana yang dilakukan oleh warga desa yang ada di
dalam peta area terdampak.

Jika warga desa di atas menginginkan model ganti rugi
sebagaimana yang ada dalam peta area terdampak, maka
warga harus mendesak kepada pemerintah untuk merivisi
peraturan presiden baru. Kalau Presiden tidak segera
mengeluarkan peraturan baru, warga  bisa menuntut
pemerintah menggunakan Undang-Undang
Penanggulangan Bencana No 24 tahun 2007, dalam bentuk
pemenuhan kebutuhan terhadap keselamatan warga yang
bersifat darurat. *

HUKUM
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Pendangkalan
Sungai Porong

Alkisah, penegakan hukum pidana kasus lumpur
Lapindo maju-mundur. Penegak hukum menganggap
menemukan kesalahan Lapindo harus pakai teori sebab-
akibat (kausalitas).

Semburan lumpur merupakan akibat, tapi penyebabnya
sulit ditemukan karena terjadi di dalam bumi. Maka,
disusunlah acara debat publik.

“Ini kasus sulit. Kejadiannya di dalam bumi. Siapa yang
bisa lihat? Nggak ada kan?” tanya si Jaksa.

“Lha kalau nggak bisa dilihat, kenapa Lapindo tahu di
dalam bumi Blok Brantas ada gasnya?” tanya Supeno,
mahasiswa dari Universitas Kompal-Kampul (Unkam).

“Ya itu kan melalui penelitian. Ada alatnya mungkin,”
jawab si Jaksa.

“Ya berarti kejadian semburan lumpur itu juga bisa
diteliti dong Pak?” tanya Supeno.

“Masalahnya
pendapat para
ahli berbeda-
beda?” tanya
balik si Jaksa.

“Gini deh
Pak. Maaf,
Bapak punya
anak?” tanya
Bagidot me-
nyela.

“Iya, dua. Satu kuliah di Komunikasi, satu di Hukum,”
jawab Jaksa.

“Anak-anak itu akibat dari hubungan seks Bapak dengan
isteri kan?” tanya Bagidot.

“Apa maksudmu? Fokus ke diskusi lumpur dong!”
bentak si Jaksa. Hadirin tertawa riuh.

“Maaf Pak! Maksud saya gini: Pak Jaksa dengan isteri
kan sudah berhubungan seks. Itu penyebab lahirnya anak-
anak Bapak. Tapi kan nggak ada orang yang tahu, kapan
dan di mana Bapak berhubungan seks dengan isteri. Iya
kan Pak?..... Jadi, untuk membuktikan bahwa mereka anak
Bapak, ya nggak perlu saksi langsung yang melihat Bapak
berhubungan dengan isteri. Iya kan Pak?”

Semburan Lumpur Lapindo
dan Penda pa t J aksa

Tiga eskavator tampak bergerak-gerak mengaduk lumpur
mencegah pendangkalan. Tetapi, lumpur tidak kemana-
mana. Lumpur tetap tak hanyut ke laut karena tak ada air
yang mendorongnya bergerak. Kalau nanti 3 alat berat

itu berhenti bekerja. maka lumpur
akan mengeras lagi. dan, sia-sialah
pekerjaan yang sudah dilakukan.

Foto: Rere, Rahman

Ilustrasi: Rahman
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Lapindo 101

encana Lumpur Lapindo sudah berlangsung
selama lebih dari 2 tahun. Berbeda dengan
berbagai bencana lainnya, dampak dari lumpur

yang mulai menyembur pada tanggal 29 Mei 2006 ini
terus meluas seiring dengan masih berlangsungnya
semburan. Hal ini seringkali membingungkan publik
ketika mereka mencoba memahami geografis dari
bencana ini.

Pada Lapindo 101 Edisi Kedua ini akan diberikan
gambaran mengenai aspek-aspek wilayah dari bencana
lumpur Lapindo. Akan dijelaskan tentang lokasi
semburan, nilai strategis dari wilayah yang terdampak
lumpur Lapindo dalam kaitannya infrastruktur di Provinsi
Jawa Timur, dan dampaknya berdasarkan wilayah
administratif. Selain itu, akan dijelaskan tentang
kerancuan wilayah administratif penanganan sesuai
dengan Perpres 14/2007 dan Perpres 48/2008.

Lokasi Semburan
Semburan lumpur pertama kali keluar di Desa

Renokenongo, Kecamatan Porong, Sidoarjo, pada 112,71
derajat Bujur Timur dan 7,52 derajat Lintang Selatan.
Kabupaten Sidoarjo mempunyai luas wilayah 71,424 ha
dengan jumlah penduduk 1,787, 769 jiwa (kepadatan
sekitar 2.500 jiwa/km2), dan menjadi kota penyangga
dari ibukota Provinsi Jawa Timur (hanya berjarak 25 km
dari Surabaya).

Sedangkan titik dimana pengeboran berlangsung
berada di lokasi yang sangat strategis dari segi
infrastruktur. Sekitar 100 meter sebelah utara sumur,
melintang ruas jalan tol Surabaya Gempol. 500 meter di
sebelah barat, terbentang jalan raya Porong dan juga rel
KA sebagai bagian dari jaringan transportasi negara,
yang menghubungkan jalur darat Surabaya dengan
wilayah Jatim di sebelah selatan dan Timur sekaligus ke
Provinsi Bali.

Selain infrastruktur transportasi, lokasi tersebut juga
berdekatan dengan jalur Sambungan Udara Tegangan

Tinggi/Sambungan Udara Tegangan Ekstra Tinggi
(SUTT/SUTET) sebagai bagian dari jaringan listrik
Jawa Bali, serta pipa gas yang memasok kebutuhan
banyak industri pengolahan besar di sekitar Surabaya.
Belum lagi infrastruktur lokal seperti PDAM dan
telepon. Sedangkan sekitar 1 km di sebelah selatan ada
Kali Porong yang merupakan anak sungai utama Kali
Brantas yang sangat vital di Jawa Timur.

Karena itu, titik dimana lokasi semburan lumpur ini
berlangsung sangat strategis dalam perekonomian Jawa
Timur. Volume semburan lumpur yang begitu besar,
dengan cepat menenggelamkan sejumlah desa dan
sejumlah infrastruktur penting di atas. Kecuali jalan raya
dan rel KA yang dipertahankan habis-habisan, semua
infrastruktur diatas habis tenggelam oleh lumpur.

Jadi bisa dilihat, lokasi strategis wilayah yang kini
sudah tenggelam oleh lumpur Lapindo meskipun
beberapa pejabat seringkali mencoba mengurangi bobot
dampak lumpur ini dengan mengatakan bahwa hanya
beberapa persen saja dari keseluruhan wilayah Sidoarjo
yang tenggelam oleh lumpur.

 Peta Area Terdamp ak
Enam bulan sejak semburan dimulai, Tim Nasional

Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Timnas) pertama kali
mengeluarkan peta terdampak, yaitu pada tanggal 4
Desember 2006. Total luas wilayah yang masuk peta
terdampak pertama ini sekitar 460 ha, baik pemukiman,
sawah maupun industri.

Sebanyak 9 desa diputuskan sebagai wilayah
terdampak dalam peta pertama ini, yaitu Siring, Jatirejo,
Renokenongo dan Kedung Bendo yang meliputi
sebagian besar kawasan pemukiman dan persawahan,
Desa Ketapang yang meliputi sebagian kecil
pemukiman, serta desa Gempolsari, Mindi, Pejarakan
dan Besuki, yang hanya kawasan pemukiman saja.
Kesembilan desa ini terletak di 3 kecamatan, yaitu
Porong (Jatirejo, Siring, Renokenongo dan Mindi),

Tentang Geografis Bencana La pindo

B
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Lapindo 101
Tanggulangin (Ketapang, Kedung Bendo dan
Gempolsari), dan Jabon (Pejarakan dan Besuki).

Tidak semua wilayah desa yang pernah digenangi
oleh lumpur masuk area terdampak, dan dari semua
desa yang masuk, tidak ada yang secara utuh
wilayahnya masuk ke dalam peta terdampak. Tidak
semua area terdampak adalah wilayah yang tenggelam
permanen oleh lumpur atau singkatnya terdampak tidak
sama dengan tenggelam.

Dan yang paling penting adalah diakui masuk area
terdampak membawa konsekuensi bahwa wilayah
tersebut diakui sebagai korban dari bencana semburan
lumpur panas. Artinya, meskipun sebuah wilayah secara
nyata mengalami kerusakan, tetapi kalau tidak masuk
peta maka warganya tidak akan mendapatkan ganti rugi.

Kondisi ini menyebabkan sering terjadi kesalahan
persepsi terhadap aspek kewilayahan dari bencana ini.
Media massa sering salah mengutip jumlah desa yang
tenggelam, maupun ketika warga akan melakukan aksi
menuntut hak.

Misalnya, desa yang sudah tenggelam oleh lumpur
biasanya disebutkan empat desa, atau sembilan desa.
Empat desa (Jatirejo, Siring, Kedung Bendo dan Reno
Kenongo) merupakan wilayah desa yang sebagian besar
kawasan pemukimannya tenggelam oleh lumpur. Sedang
sembilan desa mengacu kepada keseluruhan jumlah desa
yang terdampak oleh lumpur (meskipun tiap desa tidak
seluruh wilayahnya terdampak).

Juga terjadi ketika media memberitakan aksi warga.
Misalnya warga dari Desa A, satu hari melakukan aksi
dengan tuntutan tertentu, dan besoknya warga dari desa
yang sama, namun dari wilayah yang berbeda,
melakukan aksi tentu saja dengan tuntutan yang berbeda
pula.

Selain bias di media massa, muncul pula istilah baru
terkait penyebutan wilayah desa. Karena satu desa
hanya sebagian saja wilayah yang tenggelam, muncul
istilah baru yaitu timur dan barat, khususnya di desa-
desa yang wilayahnya dibelah oleh jalan raya ruas
Surabaya Malang. Timur mengacu pada bagian desa
yang masuk peta, dan barat mengacu pada bagian desa
yang belum tenggelam. Ini terjadi diwilayah Desa
Jatirejo, Siring (keduanya sebenarnya kelurahan) dan
Desa Ketapang.

Wilayah Berdasar Perpres 14/2007 dan 48/2008
Area terdampak ini kemudian mengalami perubahan

yang drastis pasca terjadinya ledakan pipa gas milik
Pertamina pada tanggal 22 November 2006. Jumlah
desa yang terdampak bertambah menjadi 12 desa, yaitu
ditambah dengan Desa Glagah Arum, Plumbon, Desa
Kedung Cangkring. Demikian juga luas wilayah desa
yang terdampak (baik pemukiman maupun area
sawahnya), dengan total luas areal mencapai 810 ha.

Kondisi ini menyebabkan warga menuntut agar
wilayah yang diakui sebagai area terdampak juga
diperluas, sebab faktanya wilayah mereka yang

sebelumnya belum kena lumpur (meskipun desanya
sudah masuk peta), sekarang sudah tenggelam. Yang
mengalami penambahan wilayah terdampak yang paling
luas adalah Desa Reno Kenongo dan Kedung Bendo.
Kedua desa ini hampir semua wilayahnya tenggelam
oleh lumpur.

Ikut tenggelam juga dua kompleks perumahan, yaitu
perumahan Tanggulangin Cipta Pesona (sekitar 500 kk)
dan Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera atau
lebih dikenal dengan PerumTAS (sekitar 6000 kk).
Tenggelamnya dua kompleks perumahan ini sekaligus
membengkakkan jumlah korban menjadi hampir 2 kali
lipat.

Pemerintah kemudian mengeluarkan Perpres 14/2007
tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
(BPLS) sekaligus revisi peta terdampak baru
berdasarkan data yang dikeluarkan pada 22 Maret 2007.

Pepres ini rancu karena tiga hal, yaitu pertama,
penentuan peta terdampak baru seolah mengandaikan
bahwa semburan lumpur tidak bertambah; kedua,
wilayah tanggungjawab BPLS dibatasi dalam areal peta
terdampak; ketiga, tanpa penjelasan memangkas
tanggungjawab Lapindo hanya untuk area peta
terdampak.

Dan terbukti kemudian ketika semburan terus
berlangsung, maka daerah yang terdampak juga kian
meluas. Tidak hanya dalam hal wilayah yang terendam,
tetapi karena meluasnya amblesan tanah, terus
bermunculannya semburan baru diluar areal peta,
sampai dengan rusaknya ekosistem air tanah, dan
ekspos terhadap gas yang membahayakan kesehatan
manusia.

Pada bulan April 2008, Gubernur Jatim membentuk
tim kajian kelayakan wilayah diluar area peta terdampak,
sekaligus sebagai bahan usulan revisi terhadap Perpres
14/2007. Muncul kemudian Perpres 48/2008 yang
merupakan revisi Perpres 14, yang menambahkan
wilayah Desa Pejarakan, sebagian Desa Kedung
Cangkring dan sebagian Desa Besuki ke dalam area
terdampak, dengan total area terdampak menurut
pemerintah menjadi lebih hampir 1000 ha.

Tampaknya, masalah kewilayahan ini akan terus
rancu sepanjang lumpur terus menyembur, areal
terdampak yang faktual kian meluas (data terbaru
meliputi total 17 desa dengan luas area lebih dari 1750
ha), dan kebijakan pemerintah tidak kunjung jelas.

Foto: Daniel. S


